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ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting
yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan
umum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang
selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa olen Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya
seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Di Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen sendiri ada beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa dalam
kegiatan pengembangan sarana alat tangkap, salah satunya yaitu pengadaan kapal
perikanan >3GT. CV. Harumabus merupakan penyedia jasa yang terpilih dalam
pengadaan kapal tersebut melalui metode lelang sederhana pascakualifikasi satu
file/sampul dengan sistem gugur. Namun dalam pelaksanaannya penyedia jasa
yaitu CV.Harumabus tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana yang
termuat dalam kontrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa dan jenis wanprestasi dalam
pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pada pengadaan kapal perikanan
>3GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV.
Harumabus dan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi
dalam Pelaksanaan Kontrak pengadaan kapal perikanan >3GT di Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Kebumen (Dinlutkan) dengan CV. Harumabus.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), maka
penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dan metode penelitian yang
diterapkan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis-empiris.
Lokasi penelitian dilakukan di Kota Kebumen Kabupaten Kebumen, penulis
mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara observasi  melakukan
wawancara di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen untuk
mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan kapal perikanan >3GT di
Dinlutkan Kebumen telah sesuai dengan KUHPerdata dan Perpres Nomor 54
Tahun 2010 dan segala peraturan perubahannya, namun dalam pelaksanaannya
penyedia jasa melakukan wanprestasi yaitu tidak dapat menyelesaikan
pekerjaannya sesuai waktu yang di tentukan dalam kontrak. Dalam hal ini yang
menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah kelalaian dari pihak
penyedia jasa itu sendiri. Mengenai upaya penyelesaian wanprestasi yang
ditempuh, para pihak mengupayakan dengan cara damai yaitu melalui alternatif
penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dengan cara negosiasi
untuk mencari solusi melalui rmusyawarah di antara para pihak. Hal ini didahului
dengan pemberian surat teguran oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabuapaten
Kebumen kepada penyedia jasa dan mengharuskan penyedia jasa untuk
menyelesaikannya pekerjaan sampai selesai dan juga dikenakan denda kepada
penyedia jasa.

Kata kunci : kontrak, pengadaan barang/jasa, wanprestasi, penyelesaian
wanprestasi.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, pembangunan sarana maupun prasarana
untuk menunjang kehidupan perekonomian dan pelayanan masyarakat di
Indonesia merupakan kebutuhan penting yang tidak dapat dihindarkan
pemenuhannya. Terlebih jika negara ingin mewujudkan amanat dari pembukaan
UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mengemban kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bagi rakyat,
Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting yang tidak
dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan
jasa, merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya
untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam
menjalankan roda pemerintahan.? Pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa
menjadi praktek rutin (routin practice) baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.

! Eman Suparman, “Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah pada Rancangan Undang-undang tentang Pengadaan
Barang/Jasa,” Makalah, Jakarta: LKPP RI, 2014, him. 2.

2 Yohanes Sogar Simamora, Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Indonesia (Surabaya: Laksbang Justitia, 2013), him.1.



Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah bersifat multi aspek dan
mempunyai karakter khusus dibandingkan dengan kontrak komersial atau kontrak
privat pada umumnya. Pertama hubungan hukum vyang terbentuk antara
pemerintah dan penyedia barang/jasa disamping hubungan kontraktual sekaligus
berdimensi hukum privat dan hukum publik. Kedua, kebebasan mengatur
hubungan hukum dan hubungan kontraktual bersifat terbatas karena harus
mengacu pada aturan tersendiri tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.®

Ketiga, keabsahan dokumen kontrak ditentukan dengan persyaratan
pelelangan dan isi kontrak harus terpenuhi syarat kewenangan bagi para pejabat
membuat dan menandatangani kontrak selaku wakil organisasi publik atau
pemerintah. Keempat, prosedur pengadaan, prinsip dan norma dalam kontrak
privat berlaku secara berdampingan dalam kontrak pengadaan pemerintah.*
Kelima, mekanisme pengelolaan keuangan negara untuk pembayaran prestasi
mengacu kepada aturan tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN).°

Keenam, perlu perhatian terhadap kepentingan umum sebagai bagian dari
strategi pembangunan ekonomi guna mendorong laju pertumbuhan industri dalam
negeri agar terpenuhinya kewajiban dalam penyedian fasilitas umum demi

penyelengaraan pembangunan nasional. Ketujuh, instrumen hukum yang

% Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (Jakarta: Kencana,
2014), him. 2.

*1bid., him. 2.

% Ibid., him. 3.



mengatur kontrak pengadaan barang/ jasa dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah
selaku pihak yang terlibat kontrak.®

Anggaran pengadaan barang/jasa yang begitu besar, sampai saat ini
ternyata menjadi lahan subur korupsi yang berakibat timbulnya kerugian negara.
Hasil kajian pemerintah Indonesia bekerja sama dengan bank dunia dan bank
pembangunan asia yang tertuang dalam Country Procurement Assesment Report
(CPAR) tahun 2001 menyebutkan bahwa sebesar 10%-50% dana pengadaan
barang/jasa mengalami kebocoran.” Bahkan berdasarkan hasil laporan bank dunia
tahun 2009, potensi kebocoran pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar Rp 69,4
triliun.

Seiring untuk mewujudkan good governance, pembenahan di bidang
pengadaan barang dan jasa terus menerus diupayakan. Salah satunya yaitu upaya
penguatan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang
telah dilakukan perubahan sebnayak empat kali yaitu melalui Peraturan Presiden
Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan
Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.8

Peraturan Presiden tersebut memiliki ruang lingkup yang meliputi pengadaan

® 1bid.

7 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai
Permasalahannya (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 44.

8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.



barang dan jasa di lingkungan kementrian, lembaga, satuan kerja perangkat
daerah, dan institusi lainnya yang seluruh atau sebagian sumbernya berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.®

Secara implisit dapat dilihat dalam rumusan dalam Pasal 1 ayat 1 Perpres
No. 4 Tahun 2015 bahwa
“pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan
barang/jasa adalah  kegiatan untuk memperoleh  barang/jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh barang/jasa’.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Perpres No. 4 Tahun 2015 dirumuskan bahwa
“Kementerian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang
selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "*°

Namun, dalam hal penandatangan kontrak pengadaan, pemerintah yang
dalam hal ini K/L/D/1 diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (yang selanjutnya
disebut PPK). Dalam Perpres No. 4 Tahun 2015, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat
Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
Hubungan kontraktual ini berkaitan dengan dengan kewajiban untuk
menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum. Dalam kontrak ini

yang menjadi obyek dalam kontrak tersebut adalah barang, pekerjaan konstruksi,

jasa konsultasi dan jasa lainya.

® Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Peraruran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadan Barang dan Jasa Pemerintah.

10 pasal 1 Perpres Nomor 4 Tahun 2015



Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang berada di daerah provinsi
Jawa Tengah yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang. Salah
satunya yaitu di bidang pemanfaatan potensi perikanan di kawasan pesisir. Upaya
tersebut dilakukan melalui berbagai program, yakni dengan pembangunan sektor
perikanan di Kebumen. Berdasarkan tujuan tersebut pemerintah Kabupaten
Kebumen melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen berusaha
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat didukung ketersediaan
prasarana dan sarana kelautan perikanan supaya mendukung terwujudnya
masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sendiri ada
beberapa pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan yang ada dalam
rencana kerja operasional antara lain seperti pengadaan mesin tempel, pengadaan
kapal perikanan, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan peralatan
sederhana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembangunan fasilitas PPI,
sarana dan prasarana budidaya perikanan, pengadaan jasa konsultan perencanaan,
pengadaan jasa konsultan pengawasan dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut, pemerintah terlibat
dalam suatu hubungan kontraktual dengan pihak ketiga yaitu melalui suatu
perjanjian. Perjanjian diatur pada buku ke-Ill Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Dalam Pasal 1313KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan

mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.!!

11 salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta:
Sinar Grafika, 2006), him. 25.



Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian menyebutkan
bahwa kontrak merupakan bentuk dari suatu perjanjian atau persetujuan yang
tertulis.*? Dari peristiwa ini, menurut R. Subekti, “timbulah suatu hubungan antara
dua orang tersebut yang dinamakan perikatan”. Suatu perikatan adalah ‘“‘suatu
hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang
satu hendak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.*®

Perjanjian pengadaan barang dan jasa termasuk dalam perjanjian
pemborongan yang terdapat dalam KUHPerdata Pasal 1601,Pasal 1601b dan Pasal
1604 dan sampai dengan Pasal 1616 bahwa agar pengadaan barang/jasa
pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dengan prinsip persaingan
sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua
pihak,sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik,
keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan.

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua belah
pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan
hukum. Dalam hal perjanjian diatur juga syarat sah yang mengikat para pihak,

syarat sah tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan

tentang syarat sah suatu perjanjian/kontrak yaitu*:

12 R.Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2008), him.1.

13 Ibid.

14http://www.academia.edu/11453127/a. istilah dan pengertian hukum kontrak
akses 17 Maret 2018
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1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal.

Dengan demikian apabila dalam pembuatan perjanjian, salah satu syarat
sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut belum bisa dikatakan
sah, syarat-syarat tersebut pun berlaku dalam pembuatan suatu kontrak. Dalam
suatu kontrak yang telah disepakati tentunya ada hal-hal yang ingin dicapai sesuai
dengan kesepakatan para pihak, namun dalam pelaksanaanya, hal-hal yang sudah
diatur dan disepakati tidak senantiasa dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga
dapat terjadi dalam kontrak pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan
pihak penyedia barang/jasa, seperti perbuatan wanprestasi atas keterlambatan
waktu penyelesaian pekerjaan ataupun pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan
tehnis yang telah diatur dalam perjanjian, yang atas perbuatan wanprestasi
tersebut menimbulkan kerugian pada pihak pemberi kerja.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban
sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan
debitur. Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib
dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu pemenuhan perjanjian,
kemungkinan pemutusan perjanjian atau penggantian kerugian.'® Apabila telah
terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan

somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut.

15 Sri Soedewi Masjchun Sofyan, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan
Bangunan (Yogyakarta: Liberty, 1982), him. 82.



Seperti yang terjadi dalam kontrak pengadaan kapal perikanan >3GT
antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV.
Harumabus. CV. Harumabus merupakan salah satu penyedia jasa yang sudah
beberapa kali melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan
olen Pemerintah Daerah. Pengadaan kapal perikanan >3GT dalam rangka
kegiatan pengembangan sarana alat tangkap merupakan salah satu contoh
pekerjaan yang telah diserahkan oleh Dinlutkan Kebumen kepada CV. Harumabus
melalui lelang sederhana dengan metode pascakualifikasi satu file dengan sistem
gugur.

CV. Harumabus sebagai pihak pelaksana kontrak kurang memperhatikan
resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kontrak tersebut, sehingga
menimbulkan kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi berupa keterlambatan
dalam menyelesaikan kontrak tersebut. Dalam kontrak antara Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus telah disebutkan dalam
kontrak bahwa waktu penyeleseaian pekerjaan yaitu 150 hari kalender, dan dalam
pelaksanaannya CV. Harumabus tidak dapat menyerahkan pekerjaannya tepat
waktu sesuai yang tercantum dalam kontrak, dimana penyedia jasa mengalami
keterlambatan penyelesaian 41 hari kalender dari waktu yang sudah ditentukan
sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan
penelitiaan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP
KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS KELAUTAN

DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN™.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara khusus rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kontrak pengadaan kapal perikanan >3GT antara Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus sesuai
dengan KUHPerdata dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya?

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi di dalam pelaksanaan kontrak antara
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV.
Harumabus?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Untuk mengetahui kontrak pengadaan kapal perikanan >3GT antara
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV.
Harumabus.

b) Untuk mengetahui cara penyelesaian terhadap wanprestasi yang
dilakukan CV. Harumabus.

2. Manfaat penelitian
Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

a) Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan

sumbangsih pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan
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dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan menjadi referensi keilmuan
ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

b) Secara praktis, penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan

pendidikan Strata 1 (S1) pada program ilmu hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil skripsi ini juga diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan
menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka untuk
mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.
Telaah pustaka berisi uraian sistematis tentang hasil penelitian terdahulu (prior
research) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan Telaah pustaka sebagai berikut:

Pertama, skripsi Hendra Yoghasmara, Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Pelaksanaan Lelang Umum (Tender)
dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Batang”. Skripsi ini lebih menekankan pada bagaimana pelaksanaan
lelang umum tender pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Batang dikaitkan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.%6

Kedua, tesis Nurasmiyati Soegito Zaelani, Magister Kenotariatan

Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul “Syarat Keabsahan dalam Kontrak

6 Hendra Yoghasmara, “Pelaksanaan Lelang Umum (Tender) dalam Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang,” Skripsi,
Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2008.
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Tesis ini lebih menekankan pada syarat
kabsahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan akibat hukum jika salah
satu pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa tidak memenuhi
kewajibannya.'’

Ketiga, tesis Heriyanto Talchis, Magister Kenotariatan Universitas
Diponegoro Semarang, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan
Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang”. Dalam
tesis tersebut menjelaskan mengenai praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa
di PT Indonesia Power.8

Terakhir, skripsi Donny Andrean Eka Putra, Fakultas Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pelaksanaan Pengadaan
Langsung Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Kota Yogyakarta Tahun 2015”. Skripsi tersebut menjelaskan apakah pelaksanaan
pengadaan langsung barang/jasa di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Yogyakarta Tahun 2015 sesuai dengan peraturan yang berlaku.*®

Dari beberapa literatur yang ada, sejauh pengetahuan penulis belum ada

yang membahas penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Terhadap Kontrak

7 Nurasmiyati Soegito Zaelani, “Syarat Keabsahan dalam Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,” Tesis , Surabaya: Universitas Airlangga, 2010.

18 Heriyanto Talchis, “Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Perjanjian
Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang,” Tesis, Semarang,
Universitas Diponegoro, 2007.

19 Doni Andrean Ekaputra, Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa
Pemerintah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Yogykarta Tahun 2015, Skripsi,
Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogykarta, 2016.



12

Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Kebumen”.

E. Kerangka Teoritik
1. Kontrak

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua
belah pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan
hubungan hukum. Dalam hal perjanjian diatur juga Syarat sah yang
mengikat para pihak, syarat sah tersebut diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata yang menjelaskan tentang syarat sah suatu perjanjian/kontrak
yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal.

Asas-asas hukum kontrak berfungsi sebagai pedoman filosofis atau
arahan orientasi filosofis bagi pembentukan norma-norma hukum dalam
kontrak yang dibuat oleh para pihak dan pedoman dalam menyelesaikan
kasus-kasus hukum kontraktual yang kompleks dengan menggunakan
pendekatan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang terkandung

dalam aturan hukum kontrak yang berlaku di Indonesia dan norma-norma
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hukum yang juga terkandung dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak

itu sendiri.®

Asas-asas pokok dalam kontrak, adalah sebagai berikut :

a. Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa
setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang
berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak
dituangkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) BW. Namun Kkebebasan
berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara
bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan
mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat
umum sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 BW maupun syarat
khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

b. Asas mengikat sebagai undang-undang (pacta sunt servanda)
Perjanjian mengikat pihak-pihak yang membuatnya atau setiap
perjanjian harus ditaati dan ditepati. Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain
dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan tertentu yang sudah

ditetapkan dalam undang-undang.

2 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam
Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum) (Bandung: CV. Mandar Maju,
2012), him. 74.
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c. Asas konsensualitas (consensualitas)
Sebagaimana terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdata, bahwa
sebuah kontrak sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak
dalam kontrak sejak terjadi kata sepakat tentang unsur pokok dalam
kontrak tersebut
d. Asas iktikad baik (good will)
Kesepakatan dalam kontrak yang diwujudkan secara lisan maupun
tertulis dengan penandatanganan kontrak oleh para pihak harus
dilaksanakan dengan asas itikad baik yang terkandung dalam Pasal
1338 ayat (3) KUHPerdata, yaitu persetujuan harus dilaksanakan
dengan itikad baik.
2. Wanprestasi
Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera
janji, tidak menepati kewajibanya dalam perjanjian. Dengan demikian
wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenubhi
atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu
perjanjian®. Wanprestasi sendiri timbul karena :
a. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
b. Adanya keadaan memaksa (overmacht).
Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor

tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya

21 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), him.
292.
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sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang
dijanjikan oleh pihak lawan. Dalam buku Ridwan Khairandy,
menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa?? :
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tapi tidak sebagaimana yang
diperjanjikan;
c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Dalam
Restatement Of The Law Of Contract (Amerika Serikat), wanprestasi atau
breach of contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu total breachts
dan parcial breachts. Total breachts artinya pelaksanaan kontrak tidak
mungkin dilaksanakan, sedangkan parcial breachts artinya pelaksanaan
perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.?®
Dalam praktik hubungan keperdataan, jika terjadi wanprestasi yang
dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang telah terikat dalam suatu
perjanjian, umunya langkah yang diambil oleh pihak yang dirugikan
dengan perjanjian adalah memberi peringatan samapi tiga kali, untuk
mengingatkan agar pihak yang melakukan wanprestasi memenuhi

prestsinya, tetapi jika dengan upaya untuk mencegah wanprestasi dengan

22 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Alam Perspektif Perbandingan:
Bagian Pertama (Yogykarta: FH Ull, 2013), him. 280.

23 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta:
Sinar Grafika, 2006), him. 98-99.
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cara kekeluargaan tidak berhasil, maka pihak yang dirugikan dapat
mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian dan

keadilan.?

3. Upaya Penyelesaian Sengketa
Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa, baik yang disebutkan
dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum maupun beberapa varian lainnya
sesuai kajian akademis dan empiris meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, dan arbitrase yang secara garis besar dapat dijelaskan lebih
lanjut seperti diuraikan berikut ini.
a. Konsultasi
Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak
yang disebut “klien” dengan pihak lain yang disebut konsultan,
misalnya konsultan hukum. Pihak klien meminta bantuan berupa saran
atau nasihat berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi, dan
konsultan memberikan pendapatnya sesuai dengan kepentingan atau
kebutuhan Kklien. Dalam hal ini pihak klien tidak terikat atau
berkewajiban untuk memenuhi pendapat konsultan, melainkan bebas
untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk

kepentingannya, meskipun demikian tidak tertutup kemungkinannya

24 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika,
2011), him. 305.
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untuk menggunakan pendapat yang disampaikan pihak konsultan.
Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa yang bersangkutan tidak
bersifat dominan, melainkan hanya bertugas memberikan pendapat
(hukum) sesuai permintaan kliennya, sedangkan keputusan mengenai

penyelesaian sengketa sepenuhnya diambil sendiri oleh para pihak.

Negosiasi

Pada dasarnya negosiasi adalah upaya untuk mencari perdamaian di
antara para pihak yang bersengketa sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Selanjunya dalam Pasal 1851 sampai dengan
Pasal 1864 Bab Kedelapanbelas Buku Il Kitab Undang-undang
Hukum Perdata tentang Perdamaian, terlihat bahwa kesepakatan yang
dicapai kedua belah pihak yang bersengketa, harus dituangkan secara
tertulis dan mengikat semua pihak. Perbedaan yang ada dari kedua
aturan tersebut adalah bahwa kesepakatan tertulis tersebut ada yang
cukup ditandatangani para pihak dengan tambahan saksi yang
disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang satu lagi, kesepakatan
yang telah diambil harus didaftarkan ke Pangadilan Negeri. Negosisi
merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang
dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat
dilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses

sidang berlangsung, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan
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(Pasal 130 HIR). Dari literatur hukum dapat diketahui, selain sebagai
lembaga penyelesaian sengketa, juga bersifat informal meskipun
adakalanya juga bersifat formal.

c. Mediasi
Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak
ketiga (mediator) sebagai penengah yang netral atau tidak memihak
(impartial) yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna
mencapai penyelesaian, namun tidak berfungsi sebagai hakim yang
berwenang mengambil keputusan. Inisiatif dan keputusan penyelesaian
sengketa tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa, serta
hasil penyelesaiannya bersifat kompromistis.

d. Konsiliasi
Konsiliasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan intervensi
pihak ketiga (konsiliator) yang bersifat aktif menyusun dan
merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya
ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak
yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka
konsoliator mengajukan usulan pemecahan atau jalan keluar dari
sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat
putusan, tetapi hanya berwenag membuat rekomendasi dan
pelaksanaannya tergantung dari itikad baik (good will) dari para pihak
yang bersengketa sendiri.

e. Arbitrase
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Arbitrase merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dengan
melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh
para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang
mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini
para pihak menyetujui untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya
kepada pihak ketiga yang netral yang mereka pilih untuk membuat
keputusan.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode
yang digunakan dalam penelitian.?® Inti dari metode penelitin adalah menguraikan
tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.?® Dalam
penulisan ini, metode penelitian yang diapakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam karya ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research), dimana penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan, yaitu
melakukan pengamatan dan obesrvasi terhadap obyek penelitian di Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang

bersifat deskriptif analsiis, yaitu mengelola dan mendiskripsikan data yang

25 Sulistiyo Basuki, Metode Penelitian (Jakarta: Penaku, 2010), him. 93.

26 Bambang Waluyo, Penelitian Dalam Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),
him.17.



20

dikaji secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut.

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan bagaimana

pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dan penyelesaianya jika

terjadi wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa di Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan

sumber sekunder.

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam
bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.?” Adapun data
primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari dinas
kelautan dan perikan kabupaten kebumen, baik melalui wawancara
maupun dalam bentuk dokumen resmi.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil
penelitian dalam bentuk laporan, skrisi, thesis, disertasi, peraturan
perundang-undangan.?

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang

digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti.

175.

2l Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him.

%8 |bid.
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a. Wawancara, dilakukan kepada kepala SKPD Dinas Kelautan dan
Perikanan Kebumen atau wakilnya yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa milik daerah di bawah kuasanya di
Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kebumen

b. Studi Kepustakaan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian
data dan informasi melalui peraturan perundang-undangan, buku,
dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen
elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitan.

5. Pendeketan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris,yaitu
menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum

(yang merupakan data sekunder) dengan data primer dilapangan. Dalam

hal ini untuk mengkaji kenyataan empiris dalam hal pelaksanaan kontrak

pengadaan barang dan jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen.
G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Kontrak
Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen” pembahasan akan dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang

masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan
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sistemtika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan
dilakukan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang kontrak, wanprestasi dan
pengadaan barang dan jasa.

Bab ketiga berisi gambaran umum Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Kebumen. yang meliputi visi misi, struktur organisasi, tugas pokok
dan fungsi dan pengadaan barang dan jasa di Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Kebumen, dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Wanprestasi Kontrak
Pengadaan Kapal Perikanan 3GT.

Bab keempat berisi analisis data dan pembahasan atas rumusan masalah
dalam penelitian ini.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil

penelitian yang dilakukan dan saran-saran atas penulisan skripsi ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa antara Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus dalam rangka
pengadaan kapal Perikanan >3GT sudah sesuai syarat perjanjian Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan juga Perpres Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya CV. Harumabus tidak memenuhi
kewajibannya. Dimana dalam hal ini telah dijelaskan dalam kontrak
Pengadaan Kapal Perikanan >3GT, CV. Harumabus yaitu bahwa dalam
pelaksanaan pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu yang telah
ditentukan, yaitu 150 hari kalender. Namun dalam kenyataannya pihak
penyedia jasa tidak memenuhi prestasinya yaitu tidak dapat menyelesaikan
pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak.
CV. Harumabus mengalami keterlambatan 41 hari dalam waktu
penyelesaian pekerjaannya.

2. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban
oleh pihak CV. Harumabus adalah dengan jalur di luar pengadilan (non
litigasi), yaitu dengan cara negosiasi antara kedua pihak melalui
musyawarah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian

(kontrak) mengenai penyelesaian perselisihan dijelaskan bahwa PPK dan

109
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penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan

secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan

dengan kontrak atau pelaksanaannya selama atau setelah pelaksanaan

pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah

maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam hal

ini Pengadilan Negeri Kebumen. Pengguna jasa yaitu Dinas Perikanan dan

Kelautan Kebumen telah melakukan tindakan kepada CV. Harumabus

selaku penyedia jasa, antara lain:

a)

b)

d)

B. Saran

memberi teguran dengan surat resmi yang berisi agar penyedia jasa
mengoptimalkan ~ kinerjanya ~ untuk  segera  menyelesaikan
pekerjaannya.

Memerintahkan kepada penyedia jasa untuk menunaikan prestasi
sesuai dengan isi kontrak pengadaan barang/jasa yang telah
disepakati;

Meminta penyedia jasa untuk membayar denda karena terlambat
mengadakan serah terima hasil pekerjaan kepada pengguna jasa
sebesar (1/1000 x 41 hari) x Rp. 659.379.600,- = Rp. 27.034.600,
Pihak pengguna jasa dapat mengambil biaya dari jaminan kontrak,

memotong pembayaran atau mempergunakan milik penyedia jasa.

1. Kepada Pengguna Jasa yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Kebumen, sebaiknya lebih teliti dan selektif dalam menentukan penyedia

jasa apabila akan melaksanakan suatu kontrak pengadaan barang dalam hal
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ini adalah Pengadaan Kapal Perikanan >3GT. Dimana tetap memperhatikan
apakah penyedia jasa yang bersangkut memahami masalah perkapalan.
Kepada PPK seharusnya juga rutin dalam mengawasi dan memeriksa
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa secara berkala.

. Kepada Penyedia Jasa yaitu CV. Harumabus hendaknya untuk lebih
mempelajari dokumen kontrak tersebut dengan segala resiko dan
kemungkinan apa saja yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan
kontrak, dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian kontrak sehingga
dapat mempersiapkan segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai akibat
dari resiko dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Penyedia jasa seharusnya

melaporkan secara periodik kepada PPK.
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Lampiran | Kontrak Pengadaan Kapal Perikanan >3GT

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jin. ArungbinangNo. 21 Kebumen Telp/Faximili ( 0287) 381245
e-malil dinlutkan _kebumen@yahoo.com; dinlutkan.kebumen@gmail.com
website www.dinlutkan.kebumenkab.go.id; Kode Pos 54351

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Perikanan > 3 GT
Kegiatan Pengembangan Sarana Alat Tangkap (DAK)
Tahun Anggaran 2016

050/397/SP/2016
024 /HRS/IV/2016

Nomor:

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut
‘Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen pada hari Senin, tanggal Empat bulan April tahun Dua
ribu enam belas (04-04-2016) antara :

Nama : MOCH. ASHARI, A.PI.

Jabatan : PIt. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen, selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Pekerjaan : Pengadaan Kapal Perikanan > 3
GT, Kegiatan : Pengembangan Sarana Alat Tangkap (DAK).

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen, yang berkedudukan di Jl. Arungbinang No. 21 Kebumen,
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen Nomor : 050/141/KEP/2016 tanggal 4 Januari 2016
tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKY)

Nama : ARIF BUDI SANTOSO, SP.
Jabatan : Direktur
Alamat : Desa Patukgawemulyo, Mirit, Kebumen.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. HARUMABUS, yang berkedudukan
di Desa Patukgawemulyo, Mirit, Kebumen, berdasarkan Akta Notaris Nomor 4,
tanggal 09 April 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris FRANSISCA XAVERIA
LILY ANI, SH.

selanjutnya disebut‘PENYEDIA,

PARAF | PPK Vi X
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MENGINGAT BAHWA :

(a) PPK lelakh meminta ‘Pcnycd‘ia untuk menyediakan Barang sebagaimana
d'ucrang.ap dnlnm byara}-bynrat Umum Kontrak yang terlampir dalam
Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang’);

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian
profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui
untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh
advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua
fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan

menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) adalah sebesar Rp. 659.379.600,- (Enam ratus lima puluh
sembilan juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus
rupiah). Dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Kegiatan Pengembangan Sarana Alat Tangkap (DAK), Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 dengan kode
rekening 5.2.2.29.01. Dengan rincian harga sebagai berikut :

» Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp. 659.379.600,-
- Nilai Fisik : Rp. 599.436.000,-
- PPN10% : Rp. 59.943.600,-

2. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

» Uang muka dibayarkan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak;

» Pembayaran selanjutnya dilakukan berdasarkan Prestasi Pekerjaan yang
dicapai dipotong Uang Mukayang dinyatakan dengan Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan.

3. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas
daerah ke rekening Penyedia melalui rekening Nomor 1.008.01538.0 pada
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PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kebumen atas
nama HARUMABUS, CV. Biaya yang timbul sebagai akibat dari
pelaksanaan transfer dibebankan pada penyedia.

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna
yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

. adendum Surat Perjanjian;

. pokok perjanjian;

surat penawaran,

. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);

syarat-syarat khusus Kontrak;

syarat-syarat umum Kontrak;

. spesifikasi khusus;

. spesifikasi umum;

gambar-gambar; dan

dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

i~ 2 - N T -V e B« o

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan
jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka
5 di atas;

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam
Kontrak yang meliputi khususnya:
a. PPKmempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia;

2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan
oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak;

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam
Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari
PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
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.’,",}Il’" PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
U"‘ﬁﬂ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

v qu. ArungbinangNo. 21 Kebumen Telp/Faximili 0287) 381245
N2 e-mall dinlutkan_kebumen@yahoo.com; dinlutkan kebumen@gmail.com
website www.dinlutkan.kebumenkab.go.id; Kode Pos 64361

SURAT PERINTAI MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 050/ 399 /SPMK/2016

Pekerjaan : Pengadaan Kapal Perikanan >3 GT,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MOCH. ASHARI, A Pi

NIP © 19651113 198903 1013

Jabatan : PIt. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Alamat . JI. Arungbinang No.21 Kebumen

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Kapal > 3 GT nomor: 050/397/
SP/2016 dan Nomor : 024/HRS/IV/2016 tanggal 04 April 2016 bersama ini memerintahkan :

Nama :  CV. Harumabus.

Alamat . Desa Patukgawemulyo, Kec. Mirit Kab. Kebumen
Yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. ARIF BUDI SANTOSO, SP. Jabatan Direktur,
selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai
berikut :

1. Macam Pekerjaan :

NO NAMA BARANG SPESIFIKASI JUMLAH
VOL. | SAT
1 Pengadaan Kapal Perikanan >3 GT :
- Kasko Kapal. Produk Lokal 4 | Unit
- Motor Penggerak, Perlengkapan 4 | Unit
Mesin dan Jasa setting mesin. Yanmar
- Layanan Pendukung (Sea Trial, 4 | Unit
Surat-Surat Kapal) -
2 | Pengadaan bahan Jaring Milenium
- Webbing 4” 100 Yds 140 MD Twine | Arida 432 | Kg
0,20 X 10 ply.
- Tali Ris 6 mm Multifilamen. Arida 90 | Kg
- Pelampung Plastik Type Stang Y8/L8 936 | Kg
- Biaya Perakitan Jaring Milenium LS 30 | Tinting

2. Tanggal mulai kerja : 04 April 2016

3. Syarat - syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;






Lampiran 11 Bukti Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan

Pengadaan Kapal Perikanan 3 GT

o JOlAR 375 wauli] A,‘vli“nlln -Ihnuln w27 ru OO G0
PEMERINTAH KABUPATEN KEé}UMEN

SURAT TANDA SETORAN
(STS)

. Bank : PT. BPD. JAWA TENGAH
STS NO ! cisiisivsassvisdanessaashavess No. Rekening : 1.008.01372.9

27 .034 ,600, -

_l“
?

Harap diterima uang sebesar :© Rp.

Dengan huruf ( Dua puluh tuguh juta tige puluh omp at ribu coaw rotus

rupish 7) 7 L A / d

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No. Kode Rekening Uraian Rincian Obyek Jumlah
(Rp)

1 4.1.4.96.0% Pcunbayaran denda keterlambatan pl‘kOl Jaun

JUMLAH

Uang tersebut disetor pada tanggal,........oooviniimminnniinn e

Penyector/Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu

%

v
s
\M\S'fre g ?«‘\'- A.Pi, Dwi Yani losilawatl
NIP, 196511131969031013 NIP. 19660%314199102200%

Uang tersebut diterima pada tanggal,




Lampiran 111 Bukti Surat Penelitian




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama . MocH . ASHARL, AP,

Jabatan - KABID PERUCANAN TANG KAY
DINUATKAR  KAB. KEBUMEN

Alamat o 4L, MUNGBINANG 2.\ KesumenN

Menerangkan bahwa nama di bawah ini

Nama : Septi Kurnia Sari

NIM : 13340051

Alamat : Candimulyo, RT 01/02 Kebumen

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 31 Juli 2017- 01 Agustus
2017 bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kebumen guna melengkapi data
skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen™.

Demikian suarat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.







Lampiran 1V Dokumentasi Penelitian

V1.01 Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kebumen.

IV. 02 Wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinlutkan
Kebumen



Lampiran V Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI é

Nama : Septi Kurnia Sari

Tempat, tanggal Lahir  : Kebumen, 24 September 1994 ‘ (
Agama : Islam

Nama Ayah : La Ode Haslan

Nama lbu : Siti Mungaenah

Nomor HP : 0857 9928 7087

Email : septikurnia24@gmail.com

Alamat Asal : Candimulyo, RT 01/02, Kecamatan Kebumen

Kabupaten Kebumen
Alamat di Jogja : Jalan Werkudoro 108, Demangan Kidul

Yogyakarta

B. PENDIDIKAN FORMAL
1. SDN CANDIMULYO
2. SMPN 3 KEBUMEN
3. MAN KEBUMEN 1
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum,

Jurusan llmu Hukum


mailto:septikurnia24@gmail.com
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